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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 
tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat dengan cara melalukan langkah strategis melalui pelayanan perijinan jemput bola (mobile service) ke tempat aktivitas masyarakat.


2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang pemberian informasi terkait mekanisme dan persyaratan perijinan serta penerimaan berkas permohonan perijinan dari masyarakat, pelayanan SIPON, dan pelayanan One Day Service (ODS). 
	
3. DASAR HUKUM
3.1. [bookmark: _Hlk494071232]Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3.2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan.
3.3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
3.4. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 255 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.
3.5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 283 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Perijinan Online pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

4. DEFINISI
4.1. Perijinan keliling (mobile service) adalah proses pemberian layanan perijinan kepada masyarakat dengan cara jemput bola ke tempat aktifitas masyarakat.

5. KETERKAITAN
5.1. SOP pada Bidang Penyelenggaraan Perijinan Perijinan dan Non Perijinan A, B, C

6. PERINGATAN
6.1. [bookmark: _Hlk494070889]Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada jumlah permohonan ijin.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA
7.1. [bookmark: _Hlk494070928]Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya
7.2. Mampu mengoperasikan komputer

8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
8.1. Mobil Pelayanan Perijinan Keliling
8.2. Meja		
8.3. Kursi
8.4. Tempat Arsip/Almari	
8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK

9. URAIAN PROSEDUR
9.1. Layanan Front Office
9.1.1.   Pemohon meminta informasi terkait dengan pendirian bangunan/usaha yang akan diajukan kepada Petugas Pelayanan Perijinan Keliling. 
9.1.2. Petugas Pelayanan Perijinan Keliling memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan, proses pelayanan, waktu layanan dan biaya serta penerbitan surat keterangan atau rekomendasi yang dimohonkan.
9.1.3.   Selanjutnya, petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan Formulir Persyaratan dan Formulir Permohonan kepada pemohon serta memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian Formulir Permohonan.
9.1.4.   Apabila berkas permohonan sudah diisi dengan melampiri persyaratan, maka pemohon mengajukan permohonannya kepada petugas Pelayanan Perijinan Keliling untuk dilakukan konsultasi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jika permohonan hasil konsultasi dan verifikasi belum lengkap dan benar maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan dilampiri Lembar Konsultasi yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh pemohon, jika sudah dilengkapi dapat diajukan kembali.
9.1.5. Bila permohonan yang diajukan pemohon sudah lengkap dan benar, maka Petugas Pelayanan Perijinan Keliling akan mencetak Tanda Terima Berkas yang telah ditandatangani oleh petugas Pelayanan Perijinan Keliling diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk;  
9.1.6.   Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar akan dilakukan entry data dan upload file permohonan ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Perijinan. 

9.2. Layanan Back Office
9.2.1. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, B, C melakukan analisa, verifikasi dan penetapan terhadap permohonan pelayanan perijinan keliling serta melakukan koreksi terhadap draft Sertifikat Ijin. Hasil verifiaksi dan penetapannya diinput dalam Catatan Kendali pada Sistem Informasi Pelayanan Perijinan.
9.2.2. [bookmark: _Hlk494069669]  Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, B, C melakukan pengambilan keputusan (diproses atau ditolak) terhadap permohonan pelayanan perijinan keliling dan diinput dalam Catatan Kendali pada Sistem Informasi Pelayanan Perijinan.
9.2.3.   Petugas Pelayanan Perijinan Keliling mencetak Surat Penolakan atau Sertifikat Ijin dan lampirannya serta lembar  Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
9.2.4.   Untuk permohonan yang ditolak, petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan Surat Penolakan dan berkas permohonan kepada pemohon.
9.2.5.   Untuk permohonan perijinan yang diproses, petugas Pelayanan Perijinan Keliling menyerahkan Sertifikat Ijin dan lampirannya kepada pemohon serta mewajibkan pemohon untuk mengisi lembar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebelum pengambilan Sertifikat Ijin.
9.2.6.   Petugas Pelayanan Perijinan Keliling mencetak Lembar Kendali dari Sistem Informasi Pelayanan Perijinan untuk digabung dengan berkas permohonan untuk dapat diarsipkan.
9.2.7. Arsip Pelayanan Perijinan Keliling diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum.


10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Formulir Persayaratan
10.2. Formulir Permohonan
10.3. Lembar Konsultasi
10.4. Tanda Terima Berkas
10.5. Catatan Kendali
10.6. Surat Penolakan
10.7. Sertifikat Ijin
10.8. Lembar  Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
10.9. Lembar Kendali
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